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BUPATI BANGLI 

PROVINSI BALI 
 

PERATURAN BUPATI  BANGLI 
NOMOR 41 TAHUN 2021 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2020 
TENTANG ALOKASI DANA DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANGLI, 
 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang 
Alokasi Dana Desa Tahun 2020 sudah tidak sesuai 

dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini 
sehingga perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 

51 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa; 
 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik  

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
2094); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781);  

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 2); 
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan 

Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli 
Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangli Nomor 9); 

14. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Alokasi 
Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 
Nomor 51); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG 
ALOKASI DANA DESA. 
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Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 

Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 51) diubah  sebagai 
berikut : 

 
1. Ketentuan ayat (2) huruf c dan ayat (5) Pasal 5 dihapus 

sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 5 

 
(1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan 

pengelolaan keuangan Desa. 

(2) Asas yang dipergunakan dalam perhitungan ADD 
meliputi : 

a. asas merata; dan 
b. asas adil;  
c. dihapus.  

(3) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a merupakan bagian ADD yang besarannya 

sama untuk setiap Desa. 
(4) Asas Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

b merupakan bagian ADD yang besarannya 

proporsional untuk masing-masing Desa berdasarkan 
nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan 
variabel tertentu. 

(5) Dihapus. 
 

 
2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) 

ayat yakni  ayat  (2a) dan ketentuan ayat (3) diubah 

sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 6 
 
(1) ADD ditetapkan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) 

dari dana perimbangan setelah dikurangi dana 
alokasi khusus. 

(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

kepada Desa dengan mempertimbangkan: 
a. kebutuhan penghasilan tetap Perbekel dan 

perangkat desa; dan 
b. jumlah penduduk Desa, luas wilayah, 

kemiskinan dan indeks kesulitan geografis Desa. 

(2a) Data jumlah penduduk, luas wilayah, kemiskinan 
dan indeks kesulitan geografis bersumber dari 

Perangkat Daerah dan lembaga yang 
menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang 
statistik. 

(3) Rincian dan besaran ADD untuk setiap Desa 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

 

 
 
 

www.jdih.banglikab.go.id


  www.jdih.banglikab.go.id 

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal 7 
 

(1) Besaran persentase perbandingan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu : 
a. asas merata 50 % (lima puluh persen); dan 

b. asas adil 50 % (lima puluh persen);  
c. dihapus. 

(2) Besaran ADD yang diterima oleh Desa ditetapkan 

dengan rumus sebagai berikut : 
ADDx = ADDM + ADDPx 
ADDx = ADD untuk Desa x  

ADDM = ADD Minimal yang diterima Desa 
ADDPx = ADD Proposional untuk Desa x 

(3) Besaran ADDP untuk Desa ditetapkan dengan rumus 
sebagai berikut : 
ADDPx = BDx (ADD - ∑ADDM) 

BDx = Nilai Bobot Desa untuk desa x 
ADD = Total ADD untuk Kabupaten 

∑ADDM = Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal 
(4) Dihapus. 
(5) Dihapus. 

(6) Dihapus. 
(7) Dihapus. 
(8) Dihapus. 

 
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal 8 

 
(1) Nilai bobot Desa merupakan nilai Desa yang 

ditentukan berdasarkan variabel independen sebagai 
berikut : 
a. jumlah penduduk; 

b. luas wilayah; 
c. kemiskinan; dan 
d. Indeks kesulitan geografis. 

(2) Setiap Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai bobot sebagai berikut : 

a. jumlah penduduk (a1) mempunyai Bobot : 0,4 
(nol koma empat); 

b. luas wilayah (a2) mempunyai Bobot : 0,3 (nol 

koma tiga); 
c. kemiskinan  (a3) mempunyai Bobot : 0,2 (nol 

koma dua); dan 

d. indeks  kesulitan geografis (a4) mempunyai 
bobot : 0,1 (nol koma satu). 

(3) Besaran nilai bobot Desa ditetapkan dengan rumus : 
BDx =  a1 KV1x + a2 KV2x + a3 KV3x + a4KV4x 
BDx = Nilai Bobot Desa untuk Desa x 

KV1x, KV2x, KV3x, KV4x = Koefisien variabel 
pertama, kedua, ketiga. 

a1, a2, a3, a4 = Angka bobot masing-
masing variabel. 
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(4) Koefisien variabel Desa merupakan perbandingan 

antara angka variabel setiap Desa dengan jumlah 
total variabel Desa. 

(5) Dihapus. 
(6) Dihapus. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli. 

 
 

 
Ditetapkan di Bangli 
pada tanggal  11 Oktober 2021 

 
BUPATI BANGLI, 

 
           ttd 
 

 
SANG NYOMAN SEDANA ARTA 

 

 

 
Diundangkan di Bangli 

pada tanggal  29 Desember 2021 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI, 

 
  ttd 

 
 

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021 NOMOR 41 
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LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANGLI 
NOMOR 41 TAHUN 2021  

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 
TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DANA DESA 

 
RINCIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA 
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BUPATI BANGLI, 

 
ttd 

 
SANG NYOMAN SEDANA ARTA  
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